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Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mendasarkan pada
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peratuan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap
pel aksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berkaitan dengan hak dan kewajiban ingkar serta untuk
melindungi kepentingan umum perlu adanya peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai hal tersebut di
atas. Penelitian ini permasalahannya mengenai tidak adanya peraturan yang mengatur secara hukum positif
mengenai hak dan kewajiban ingkar dan mengkaji pelaksanaan kewajiban dan hak ingkar PPAT akibat dari
adanya ketentuan mengenai kewajiban dan hak Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menjaga rahasia jabatan
dalam menjalankan jabatannya sebagal pejabat umum, serta untuk mengetahui akibat hukum bagi Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang membuka rahasia jabatannya dalam proses peradilan. Penelitian ini merupakan
penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang ada, kemudian dilengkapi dengan wawancara dari
narasumber yang relevan. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif. Disimpulkan bahwa PPAT sebagai
pejabat umum memiliki hak dan kewajiban ingkar terkait rahasia jabatannya terhadap akta yang dibuatnya,
sehingga dapat membeaskan PPAT dari kewajiban sebagai saksi/memberikan kesaksian di muka
pengadilan, atau membebaskan PPAT dari segala tuntutan hukum dari piha/pihak-pihak yang
berkepentingan apabila menurut ketentuan hukum ia diwajibkan memberikan kesaksian.
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Land Deed Making Officer (PPAT) in carrying out their duties and responsibilities based on Government
Regulation Number 24 of 2016 concerning Amendments to Government Regulation Number 37 of 1998
concerning the Rule of Position of Land Deed Making Officials. To ensure legal certainty regarding the
implementation of the position of the Land Deed Officer relating to denial rights and obligations and to
protect the public interest there needs to be further regulations governing the above. Thisresearchisa
problem regarding the absence of positive legal regulations regarding denying rights and obligations and
reviewing the implementation of PPAT's obligations and denia due to the provisions regarding the
obligations and rights of Land Deed Officials to maintain the secret of office in carrying out their positions
as public officials, and to know the legal consequences for the Land Deed Making Officer who discloses the
secret of his position in the judicial process. Thisresearch isanormative juridical research, namely research
conducted by examining the prevailing laws and regulations as well as existing legal theories, then
supplemented by interviews from relevant sources. The results of this study are presented descriptively. It
was concluded that PPAT as a public official has infidelity rights and obligations related to the secret of his
position to the deed he made, so he can issue PPAT from the obligation as a witness/testify before the court,
or release PPAT from all lawsuits from the parties/interested parties if according to legal provisions heis
obliged to give atestimony.
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